
        

  

 

 

 
LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VI DPR RI 
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN 

PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN 

Rapat ke : 20 (dua puluh)   
Tahun Sidang : 2025-2026 
Masa Persidangan : V 
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI 

Rapat Dengan : 1. Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia 
(Persero)/PELNI 

2. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 
3. Direktur Utama Perum DAMRI 

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026 
Pukul : 10.00 WIB 
Sifat Rapat : Terbuka 
Pimpinan Rapat  : Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M., (Ketua Komisi VI DPR RI) 

Sekretaris Rapat : Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 
A c a r a : 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2025 

2. Penyampaian Rencana Kerja dan Roadmap Korporasi 
Tahun 2026 

3. Lain-lain 
Hadir  : 1. 19 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI; 

2. Direktur Utama PT PELNI (Persero), Budi Setyawan 
Wijaya; 

3. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru 
Widodo; 

4. Direktur Utama Perum DAMRI, Setia Milatia Moemin; 
beserta jajarannya. 
 

I. PENDAHULUAN 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan 
DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, maka Ketua Rapat 
membuka RDP Komisi VI DPR RI pada pukul 10.21 WIB dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

2. RDP Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 24 Juni 2026, dengan acara dan waktu 
sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin 
Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. 
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II. KESIMPULAN  

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Pelayaran 

Nasional Indonesia (Persero), Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero), dan Direktur Utama Perum DAMRI terkait kinerja korporasi tahun 

2025, rencana kerja, serta roadmap korporasi tahun 2026. 

 

2. Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia 

(Persero) sepakat agar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk : 

a. melakukan penguatan kehandalan operasional dan kualitas layanan 

melalui infrastruktur, sistem, dan proses bisnis yang efektif, efisien, serta 

terintegrasi; 

b. melakukan pengembangan dan penguatan portofolio bisnis untuk 

menciptakan sumber pertumbuhan baru, meningkatkan pendapatan, 

dan memperkuat daya saing perusahaan; 

c. melakukan penguatan kapabilitas, produktivitas, dan budaya kerja SDM 

untuk mendukung transformasi dan pencapaian sasaran strategis 

perusahaan; 

d. meningkatkan standar pelayanan serta pengamanan penumpang 

selama perjalanan. 
 

3. Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

sepakat agar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk : 

a. mendukung berbagai program Pemerintah dalam hal pemerataan dan 

peningkatan ekonomi Nasional melalui konektivitas transportasi serta 

logistik; 

b. mendorong Transformasi menyeluruh di aspek Operasional, Layanan, 

dan Kinerja Keuangan Perusahaan; 

c. menargetkan pertumbuhan produksi yang positif di seluruh bisnis yang 

dikelola ASDP dan anak perusahaannya; 

d. melakukan peningkatan jumlah kapal beroperasi terutama saat peak 

season, termasuk melakukan peremajaan kapal dan peningkatan 

kapasitas kapal. 
 

4. Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama Perum DAMRI sepakat agar Perum 

DAMRI untuk : 

a. melaporkan secara tertulis terkait kondisi keuangan Perusahaan; 

b. melakukan penguatan konektivitas Nasional dari Sabang sampai 

Merauke, serta transformasi layanan transportasi kelas dunia; 

c. terus memberikan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan 

handal; 
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d. bertransformasi menuju transportasi rendah emisi dan berkelanjutan, 

tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah strategis; 

e. menjalankan amanat sebagai BUMN pelayanan publik di sektor 

transportasi darat. 
 

5. Komisi VI DPR RI mendukung Perum DAMRI dalam rangka pengajuan 

layanan perintis 3T menjadi 100% Public Service Obligation (PSO) guna 

menciptakan mobilitas masyarakat dan keamanan nasional serta stabilitas 

harga pangan. 
 

6. Komisi VI DPR RI meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT 

ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Perum DAMRI untuk memberikan 

jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI secara jelas dan 

lengkap. 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 14.11 WIB. 

 
DIREKTUR UTAMA 

PT PELNI (PERSERO), 
 
 
 

Ttd. 
 
 

BUDI SETYAWAN WIJAYA 

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI 
KETUA RAPAT, 

 
 
 

Ttd. 
 
 

Prof. Dr. Drs. H.A.M. NURDIN HALID 
A-357 

  
  

DIREKTUR UTAMA  
PT ASDP INDONESIA FERRY 

(PERSERO), 
 
 

Ttd. 
 
 
 

HERU WIDODO 
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DIREKTUR UTAMA  
PERUM DAMRI, 

 
 
 

Ttd. 
 
 

SETIA MILATIA MOEMIN  
 


